Menimbang

Mengingat

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan
rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun
Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1820);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
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. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015,
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun
2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017, Nomor 1955);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1700);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 10
Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 105);

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2019 Nomor 55).



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
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Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa
yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata
yang besarannya dihitung berdasarkan prosentase
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi
dengan jumlah Desa secara nasional.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung
dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan
Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan
kepada Desa yang memiliki hasilpenilaian kinerja
terbaik.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung
dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa,
angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan
tingkat kesulitan geografis Desa.

Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya
disebut IKG Desa adalah angka  yang
mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu
Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan
dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan
komunikasi.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya
disingkat RKUN adalah rekening tempat
penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan mambayar seluruh pengeluaran negara
pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKUD, adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat
RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan



BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020,
dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:

a. Alokasi Dasar setiap Desa;

b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;

c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan

d. Alokasi formula setiap Desa.

Pasal 3

(1) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan
alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah
desa sebagaimana telah ditetapkan dalam
lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun
2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

(2) Jumlah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebanyak 81 (delapan puluh satu) Desa
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode
dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada
Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 5

(1) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada Desa
dengan penilaian kinerja terbaik dalam pengelolaan
keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian
keluaran Dana Desa, dan capaian hasil
pembangunan desa.



e,

(2) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada surat
pemberitahuan dari Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
mengenai daftar Desa yang mendapatkan Alokasi
Kinerja.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan
menggunakan bobot sebagai berikut:

a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;

b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;

c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%; dan

d. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%.
Pasal 7

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio
PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio
belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan
terhadap total belanja bidang APBDes.

(2) Pengeloaan dana desa sebagaiman dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian
bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai
prioritas dana desa terhadap total dana desa dan
persentase pengadaan barang jasa dana desa secara
swakelola.

(3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari
persentase realisasi anggaran dana desa dan
persentase capaian keluaran dana desa.

(4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari
perubahan skor indeks Desa membangun,
perubahan status Desa, status Desa indeks Desa
membangun terakhir, dan perbaikan jumlah
penduduk miskin Desa.



Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan
geografis yang bersumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan bobot :
a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
b. 50% (lima puluh persen) untuk angka
kemiskinan;
c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat
kesulitan geografis.
(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
menggunakan rumus :

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) +
(0,25 * Z4)} * AF Kab

Keterangan:
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
yAl = rasio jumlah penduduk setiap Desa

terhadap total penduduk  Desa
Kabupaten Kotawaringin Barat

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap
Desa terhadap total penduduk miskin
Desa Kabupaten Kotawaringin Barat

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilayah Desa Kabupaten
Kotawaringin Barat

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG
Desa Kabupaten Kotawaringin Barat
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten
Kotawaringin Barat
Pasal 10

(1) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
atas kertas kerja perhitungan Dana Desa untuk
setiap Desa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui
RKUD.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana
Desa Daerah dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

Pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap | paling cepat bulan Januari dan paling
lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh
persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling
lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar
40% (empat puluh persen); dan

c. Tahap IIl paling cepat bulan Juli sebesar 20%
(dua puluh persen).

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran Dana Desa, Kepala Desa
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
kepada Bupati dengan ketentuan :

a. tahap I berupa peraturan desa mengenai
APBDes.

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya; dan
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2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-
rata capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen.

c. tahap IIl berupa laporan realisasi penyerapan
dan capaian keluaran Dana Desa sampai
dengan tahap II menunjukkan rata-rata
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90%
(sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar
75% (tujuh puluh lima persen).

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran
dari seluruh kegiatan.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi
data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian
keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan
capaian keluaran.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input
data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel
referensi kepada bupati melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk
dilakukan pemutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang
ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keuaran
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disusun sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan dan
dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan
Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan
Bupati.

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan
peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan
oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari
Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga
kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan
Dana Desa.

Pemerintah Daerah dapat melakukan
pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
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BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 15

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5)
kepada Bupati cq. Camat setempat.

Camat melakukan verifikasi atas laporan realisasi
penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kondisi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6)
dan (7).

Camat menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa atas
desa yang yang telah dinyatakan layak salur
berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan input
laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan
laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa atas Desa yang telah dinyatakan layak
salur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
telah dilakukan input pada aplikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat untuk selanjutnya
disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendahaan Negara Pangkalan Bun.
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Laporan realisasi peyerapan dan capaian keluaran
keluaran Dana Desa atas Desa yang telah
dinyatakan layak salur sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan (5) disampaikan melalui surat
pengantar sebagaimana format dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi
penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada
Kepala KPPN Pangkalan Bun dan Bupati melalui
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran
Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SANKSI
Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan
dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada
tahun anggaran berikutnya.
BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN
Pasal 18
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
b. capaian keluaran Dana Desa.

Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
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Pemantauan capaian keluaran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan oleh Kecamatan.

Dalam hal Dberdasarkan hasil pemantauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdapat sisa Dana Desa di RKD, maka Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa
mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut;
dan/atau

b. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati
untuk dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdapat ketidaksesuaian capaian keluaran Dana
Desa dengan kondisi lapangan, maka Camat :

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa
mengenai kondisi tersebut; dan/atau

b. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati
untuk dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.

Pengawasan pengelolaan Dana Desa dilakukan
oleh Inspektorat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data komulatif
sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan 2018 di RKD dengan Tim Rekonsiliasi Sisa
Dana Desa Kabupaten Kotawaringin Barat paling
lambat akhir bulan Juni 2020.

Kepala Desa menyetorkan komulatif sisa Dana
Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018
di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat akhir bulan Juli 2020.

Tim Rekonsiliasi Sisa Dana Desa Kabupaten
Kotawaringin Barat melakukan rekonsiliasi data
komulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015
sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan data komulatif sisa
Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan
2019 di RKUD dengan Kepala KPPN Pangkalan Bun
paling lambat akhir bulan September 2020.
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(4) Bupati menyetorkan komulatif sisa Dana Desa di
RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat
akhir bulan Oktober 2020.

(5) Tim Rekonsiliasi Sisa Dana Desa Kabupaten
Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
NURHIDAYAH
Diundangkan di Pangkalan Bun

pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD
SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

WAHJU WIDI S’;zl, S.H., LLM
NIP. 19690112 199903 2 005



p DA
KECAMATAN KUMAI

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

62.01.01.2001

Sungai Cabang

1.159.377.000,00

62.01.01.2002  |Teluk Pulai 1.017.738.000,00
62.01.01.2003 |Sabuai 816.835.000,00
62.01.01.2004 |Keraya 763.821.000,00
62.01.01.2005 |Teluk Bogam 1.008.342.000,00
62.01.01.2006  |Sungai Bakau 1.063.235.000,00
62.01.01.2007  |Kubu 1.816.202.000,00

62.01.01.2008

Sungai Kapitan

1.323.696.000,00

62.01.01.2009

Batu Belaman

1.447.902.000,00

62.01.01.2010

Sungai Tendang

858.958.000,00

62.01.01.2014

Sungai Sekonyer

835.813.000,00

62.01.01.2015

Sungai Bedaun

1.078.221.000,00

62.01.01.2017

Bumi Harjo

1.351.655.000,00

62.01.01.2032

Pangkalan Satu

1.070.875.000,00

62.01.01.2034

Sabuai Timur

839.170.000,00

16.451.840.000,00

62.01.02

KECAMATAN ARUT SELATAN

62.01.02.2001  |Tanjung Putri 872.907.000,00
62.01.02.2004  |Pasir Panjang 1.228.879.000,00
62.01.02.2010  |Rangda 1.041.993.000,00
62.01.02.2011 Kenambui 1.131.265.000,00
62.01.02.2012 |Runtu 1.080.495.000,00
62.01.02.2013  |Umpang 1.377.422.000,00

62.01.02.2014

Kumpai Batu Bawah

909.910.000,00

62.01.02.2015

Kumpai Batu Atas

1.278.139.000,00

62.01.02.2016 | Natai Raya 870.918.000,00
62.01.02.2017 |Medang Sari 818.811.000,00
62.01.02.2018  |Natai Baru 928.263.000,00
62.01.02.2019  |Tanjung Terantang 893.883.000,00
62.01.02.2020 |Sulung 1.045.893.000,00

13.478.778.000,00

62.01.03

KECAMATAN KOTAWARINGIN
LAMA

62.01.03.2001

Babual Baboti

917.273.000,00

62.01.03.2002  |Tempayung 939.814.000,00
62.01.03.2003  |Sakabulin 833.444.000,00
62.01.03.2004  |Kinijil 868.325.000,00
62.01.03.2005 |Dawak 864.483.000,00
62.01.03.2006 |Riam Durian 828.214.000,00
62.01.03.2009 |Lalang 981.716.000,00

62.01.03.2010

Rungun

1.247.652.000,00




62.01.03.20 Kondang 905.049.000,00
62.01.03.2012 [Suka Jaya 857.907.000,00
62.01.03.2013  |Sukamakmur 817.596.000,00
62.01.03.2014  |Sumber Mukti 988.062.000,00
62.01.03.2015 |Palih Baru 856.185.000,00

62.01.03.2016

Ipuh Bangun Jaya

914.817.000,00

62.01.03.2017

Sagu Suka Mulya

900.937.000,00

13.721.474.000,00

62.01.04 KECAMATAN ARUT UTARA

62.01.04.2001 |Nanga Mua 1.370.119.000,00
62.01.04.2003 |Sykarami 908.827.000,00
62.01.04.2004 |Gandis 973.777.000,00
62.01.04.2005 |Kerabu 904.228.000,00
62.01.04.2006 |Sambi 1.062.868.000,00
62.01.04.2007  |Penyombaan 1.353.710.000,00
62.01.04.2008 |Pandau 999.989.000,00
62.01.04.2009 |Riam 1.037.536.000,00
62.01.04.2010 |[Panahan 1.138.827.000,00

62.01.04.2011

Sungai Dau

1.366.750.000,00

11.116.631.000,00

62.01.05

KECAMATAN PANGKALAN
LADA

62.01.05.2001

Pangkalan Tiga

863.527.000,00

62.01.05.2002

Pandu Senjaya

1.204.065.000,00

62.01.05.2003

Lada Mandala Jaya

1.121.422.000,00

62.01.05.2004  [Makarti Jaya 836.413.000,00
62.01.05.2005  [Sumber Agung 970.882.000,00
62.01.05.2006 |Purbasari 1.031.527.000,00

62.01.05.2007

Sungai Rangit Jaya

1.178.304.000,00

62.01.05.2008

Pangkalan Dewa

1.017.300.000,00

62.01.05.2009

Kadipi Atas

806.972.000,00

62.01.05.2010

Sungai Melawen

898.438.000,00

62.01.05.2011

Pangkalan Durin

1.090.964.000,00

11.019.814.000,00

62.01.06

KECAMATAN PANGKALAN
BANTENG

62.01.06.2001

Pangkalan Banteng

858.920.000,00

62.01.06.2002

Mulya Jadi

873.113.000,00

62.01.06.2003

Karang Mulya

1.050.242.000,00

62.01.06.2004

Kebun Agung

916.606.000,00

62.01.06.2005 |Sidomulyo 805.506.000,00
62.01.06.2006  |Marga Mulya 796.635.000,00
62.01.06.2007  |Amin Jaya 1.215.807.000,00
62.01.06.2008 |Arga Mulya 1.404.448.000,00

62.01.06.2009

Natai Kerbau

852.286.000,00

62.01.06.2010

Simpang Berambai

847.728.000,00

62.01.06.2011

Sungai Hijau

1.653.860.000,00

62.01.06.2012

Sungai Pakit

802.038.000,00

62.01.06.2013

Berambai Makmur

830.708.000,00

62.01.06.2014

Karang Sari

840.629.000,00

62.01.06.2015

Sungai Pulau

827.504.000,00




62.01.06.2016

Sungai Bengkuang

987.954.000,00

62.01.06.2017 |Sungai Kuning 1.111.015.000,00
16.674.999.000,00
JUMLAH 82.463.536.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BA HUKUM,

WAHJU WIDIASTUTI, S.H.,L.L.M

NIP. 19690112 199903 2 005

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

9306 0,014706254] 252.011.000 914.817.000
15| 0004140008 9253398283  000104297] 0000156445|  4293990009]  0014370389| 0003592597  0,008665823) 238.131.000 900.837.000

707.313.000 1.370.118.000

m |_o027638241] | oo1so41178]  0,003760295| 9529 246.021.000 008.827.000
| _oooisosas7|  3s00a7aa1] 0042037074 oo0easoser|  3653229389] 0012226001 0,003065] 310.671.000 973.777.000
mmmzmmm 241.422.000 904.228,000
m-—m-mm-mm 255966.000 | 1.062.866.000

414 0,002947605 |
441 0,00313984

TAHUN ANGGARAN 2020
2 Alokas! Formula =
o, Kecamatan Hama Dess NokasiDosar | MastkasiDesa10M | ol | SO quor oaral amkoF | Aokast nera 53 : ; e e T
R S s sumiah Pendudak Bobor Panduduk Rasio Luas Wieysh Sobot oo Bobot : ’
Mishin
o 2 3 1A 15 _— /] 8 i 10 L1 £3 L9 198 il ] 24 (22 ={13 ¢ (36] » (19 « {2 24 (25)=(8) « (7] » (30) + (33
1 Kumai Sungai Cabang 662.806.000 | Sangat Tertinggal 4 - | 464734235 45/ - 0,004898436 0,001782854 0,000267428| 623802379 0,018820777, 0,004705194 | 0,018070671 | 496.571.000
2 Kumai Teluk Pulal 662.806.000 | Tartinggal 3 - | 423431869 5'11 3 0,002605854 0009211414 -_m 0014986859] 0003746715 0012916299 354,932,000
3 [xumai Sabual 662.806.000 1 - | 366319741 75| - 0,004115256, ‘mm-ymm 154.029.000
a Kerays 662.806.000 1 -] 54 1 4:0{ - 0,003780624 m 0,003676025| 101.015.000
B Teluk Bogam 662.806.000 | Maju 3| HED 7] 67, - 0,008914014 0 039 345.536.000 1008.342 000
6 Sungai Bakau 662.806.000 |Berkembang 3 - | 496129266 31 - 0,012125053 -ymm-g- 0,001531026| 400.428.000 1.063.235.000
2 F‘"M 662.808.000 | Maju 3 . 7264 78 - ) 14 197] 0074143771 m-am-mzm 1.153.396.000 | 1.816.202.000
8 Sungai Kapitan 662.806.000 | Maju a - | a6,6412125] g{ . 0,039401081] 8 0161“03 660.890.000 | 1.323.696.000 |
9 Batu Belaman 662.806.000 | Ma; 5 - | 566952692 5| 144.008.000 0,015898557| --Jm-zmm 00243563 6582 641.000.000 | __1.447.602.000
10 662.806.000 | Berkembang 1 - | 385994152 70| - 0,02483393/ | _o001317275]  3924126309]  0004422964| 0000663445| 3196086088  0,010696113] 002674028 0,007138141] 196.152.000 858,956,000
1 662,806,000 | Maju 1 - | 433192612 59 - 0,003082882/ mmmmm-— 173.007.000 835,813,000
12 662.808.000 | Berkembang 1 . 0,011504338 mmm‘m 415415000 | 1.078.221.000
13 [Kemai Bumi Harjo 662.806.000 [Maju s B 0,034410087 ) |_ooios7osas|  177ssas226| 000200125 oo00300188|  20984s7499]  0007022758]  o00175s689] 0,025067831] 849, 1.351.666.000
14 |kumai Pangkalan Satu 662.808.000 | Mandiri 3 - 0,016105032 -—_mm-mm 1.070.875.000
15 |kumai Sabual Timur 662.806.000 | Maju 1 - 0,002050508 | op0s3e727e| oo01693639]  6647540271] 0007492581 0001123887 4058393129  0013581034| 0003305483  0,006418061]
16 |Antselatan Tanjung Putri 682.808.000 | Berkembang 1 : 0,005674496 17 _mmmmmmmm 872.007.
7 |ArutSelstan | Pasir Panjang 662.808.000 | Mandiri 1 5 0,079143913] 12 0004516372 mm-ym 1.228,879.000
Ra 662.606.000 | Maju 3 F 0,005190348] a3 o m-ym-nm-mm 1,041.93 000
662,808,000 | Berkembang 3 - 0,003844702 0,00038447, 55| _omo700038| 0010350019 2230409777] og2s1ssata| op03770912|  303sseoszz] 0010168933  oo02542233] 0,017047634] 1.131.265.000
662.606.000 | Berkembang 1 - 0,011114038] 0,001111404] 5 mmmmmm 1,080,485 000
3 - 94| 0015841223 0,02600552 1.377.422.000
2 5 909,910,000
4 - 278.138.000
i 5 870.818.000
1 5 818.811.000
2 E 928.263,000
1 s 863.883.000
3 s 1,045,893 000
1 g 917.273,000
2 - | _ogousuar]  353124881) 939.814.000
1 - -szmm—m 833,444,000
1 - m 868.325.000
1 - -mmn_ | ooo733si] 864.483.000
1 - 9 8| 0,003268566] _0,000490285| zsmsoso- onosmw 828.214.000
2 - 0,012420023 mm-ﬂm-ﬂ:m_ 318.610.000 981.716.000
4 = mm 0,001582283 -nmmm 584.846.000 | 1.247.652.000
1 = 45,0870962 9 00023922 15| 0,001505457] |__oooizagaga|  6373s533057]  0021320847] 0005332462 0008815428 242.243.000 905 048.000
1 - | as,0532574) 47 : 0,006398193 _-s::sm-_ 185.101.000 857.607.000
1 - | _o0p00203725] 4408314278 3688247] __0,005632948| 154.780.000 817.506.000
1 - 0 9 181.160.000 988 062 000
1 - | sssiwozeais|  opisas0761]  0,00380769]  0,007037238] 183.379.000 856.185.000
2 &
2
4
1
1
1
1
5
1
1
2
5
1
4
4
1
3
3
4
3
il
2
2

49 |ArtUtan Panyombaan Z 9828]  0000494742]  460314776]  o01s40s025|  oo038s1zs6|  oo0asuezea7]  690.904000 |  1.353710.000

50 [Arvtutsra Panday - 0,000744342 mm‘nm 193.087.000 99,080,000

51 |ArutUtara Riam - — 0039 -am 230634000 | 1.037.536.000

2 |Atutsrs Panahan - m;:mm 331625000 |  1.138.827.000
|53 |Arututars Sungai Dau - mm— 703944000 | 1.368.750.000

$4_|Pangialan Lada Panghalan Tiga - | o00s645465| 0002822732 3295369759 000371428 o0000s57142|  19,11414684] 0006396795  0,001599199] 0,007304406| 200,721,000 863,627,000

55 |Panghalan Lada Pandu Sanjaya - |_o0012043658]  s0,08962034| 0,005645705| o0008468s6|  1694997798| 0005672528  0,001418132]  0,019696925] 541,250,000 204,065,000

56 |Panglalan Lada Lada Mandala Jaya - | _oo1ma7o112]  asa46s657| oposossses| oooo7eazsa|  28s2516332]  oo0ose63a|  0002386578| 001668945  456.616.000

57 |Pangkalan Lads Malarti laya - _mmm— 173.607.000

58 |Pangkalan Lada Sumber Agu - | 503223331 3| o 116) | __oooa7es13s|  000071537]  13833373as|  oposszesis| opoms7azel  oouzuiise|  306.076.000

59 |Pangialan Lada Purbasari B - 026692203 0,015430937] mmm-nmmmm 368.721.000

60 |Pangialan lads Sungai Rangt Jays B 1669) | _oonausee2|  a1903s2185] 0004723078] o0000708462]  2907052967]  0000728826]  0002432207] 0,01875946) 515.496,000

61 |Pangkalan Lada Pangkalan Dewa - mmmm_mmmm [ o0,012000351 354.494.000

62 |Pangkalan Lads Kadipi Atas - as, : 0,009355443 0,000935544 6| 0002258186 0001129093]  2083991836| 0002348911 0000352337|  33@17ases0|  oousizasr| 0002829362  0,005246336] 144,168,000

63 |Pangialan Lads Sungai Melawen -1s - 0,019515425 0,001951543 20| 0007527286 _mmmmmm 235.632.000

64 |Pangialan Lada Pangkalan Durin - | sa 9516928 144006 000 0,01498722 0,001498722, 33| oona20023| oposa10011|  2768110597] o003119005| oooos67999]  25s2331183]  o008e42103]  o002160526]  0010337258] 284,062.000
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP ....... TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN ...........
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

URAIAN VOLUME CARA %

NOMOR URAIAN KELUARAN KELUARAN PENGADAAN ANGOARAY REALIBAS sisa CAPAIAN TENAGABHIIA DURASK URAH KET
Rp. Rp. Rp. KELUARAN Orang Hari Rp.
1 2 3 4 s 6 7 8=6-7 9 10 11 12 13
PENDAPATAN
1.2 Pendapatan Transfer
1:2:1 - TAHAP PERTAMA

- TAHAP KEDUA
- TAHAP KETIGA

JUMLAH PENDAPATAN
2. BELANJA BANTUAN KE DESA .........
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1.1 Kegiatan..
2.1.2 A8 csovumvssmmasssersims e

2.2
221
2.2.2

2.3
2.3.1
2.3.2

2.4
24.1
2.4.3

2.5
24.1
243




NOMOR

URAIAN VOLUME CARA %
URAIAN KELUARAN KELUARAN PENGADAAN

Rp. KELUARAN

TENAGA KERJA

2 3 4 5 6 8=6-7 9

10

11 12

13

3.1
3.1.2

PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan
Penyertaan Modal Desa

- Modal Awal Pengembangan Usaha
L, SRR

JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH

(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)

Disetujui oleh,
(Desa, (tanggal,bulan,tahun))
BENDAHARA DESA ..........ccoooe. KEPALA DESA ..............

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Uraian

Kolom 1 diisi dengan Kode ing sesuai dengan APBDesa

=

Kolom 2 diisi dengan uraian p 1 ja dan p 1 yang menggunakan Dana Desa

Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan

Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter

Kolom S diisi dengan cara pengadaan. Misal: kelol

Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran

Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi

Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan r

R=B [+ -8 o (o) (310 B () [ o 1)

Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluran dengan perhitungan sebagai berikut:

a jatan bangunan eliharaan, banj fisik dihitung sesuai perkemban, nyelesaian fisik di laj dan foto

b . Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:

- Penyelesaian kertas kerja/ keran acuan kerja memuat latar belakang, tujuan, lokasi t/ sasaran, dan an , sebesar 30%;

- Undan; aan iatan, daftar erta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;

- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan

10

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
Kolom 10,11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa

11

Kolom 10 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas) .

Salinan sesuai dengan aslinya

WAHJU

IAN HUKUM,

, S.H.,L.L.M

NIP. 19690112 199903 2 005

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH




LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN
PENYALURAN DANA DESA

KOP SURAT ....... (1)

................... y sssisasEshT eIl 2]
Kepada
............................................... (3)
di -
Tempat
SURAT PENGANTAR
NOMOR- & reeoreessrererssasaressasssadie (3)
NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1. |Bersama ini disampaikan dokumen|  ......... (7) Dokumen persyaratan
persyaratan penyaluran Dana Desa penyaluran telah diverifikasi
tahap ......... (5), dengan rincian sebagai dan dinyatakan layak salur. *)
berikut
1).
........................................................ 6)
2).
3). Dst
*) dapat juga ditambahkan keterangan lain yang perlu disampaikan.
................................................. 8)
................................................. 9)
................................................. (10)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN
PENYALURAN DANA DESA
NOMOR
(1) Diisi dengan kop surat Satuan Kerja Perangkat Daerah
(2) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3) Diisi dengan tujuan penerima surat
(4) Diisi dengan nomor surat pengantar
(5) Diisi dengan tahap penyampaian persyaratan penyaluran
6) Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan sesuai
dengan tahapannya
(7) Diisi dengan jumlah dokumen yang disampaikan
(8) Diisi dengan penanda tangan
(9) Diisi dengan tanda tangan
(10) Diisi dengan nama dan nip penandatangan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
TTD

Salinan sesuai dengan aslinya NURHIDAYAH

KEPALA BA! ’

WAHJU WIDIASTUTI, S.H.,L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005




LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

KOP SURAT

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jendral
Perbendaharaan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2020 Kabupaten
Kotawaringin Barat

Dengan Rincian

TANGGAL TERBILANG
T DITERIMA JUMLAH (dengan huruf)
(1) (2) (3) (4)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening R T R O ST P S S S ST 8| RS S SR O e (5)
Nama Rekening | B B (6)
Nama Bank ] esmesnesssenasassesesaaTyssErss LS ves SuT SRR NN AT S s e s A s S e s AR S SO s S AT saE ey s (7)
.......................... 5 tANPEAL «inssisvssnssumsinsens{S)
................................................................. 9)

Materai
PN TR ——— (10)




PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN

DANA DESA DI REKENING KAS DESA

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi tahapan penyalura
(2) Diisi tanggal dana diterima
(3) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(4) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(5) Diisi nomor rekening penerima dana
(6) Diisi nama rekening penerima dana
(7) Diisi nama bank
(8) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(9) Diisi dengan jabatan penanda tangan (Kepala Desa)

Diisi tanda tangan Kepala Desa

Diisi nama Kepala Desa

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN BUKUM,

WAHJU WIDIASTUTI, S.H.,L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005






